REPUBLIK INDONESIA

No. 1489, 2015 KEMEN-KUKM. Koperasi. Kelembagaan.
Pencabutan

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/Per/M.KUKM/IX/2015
TENTANG

KELEMBAGAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan
tertib administrasi badan hukum Koperasi sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
PerKoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2),
dan lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur
pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar, Penggabungan, pembagian dan
peleburanserta Pembubaran Koperasi agar dapat

memberikan kepastian hukum;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
PerKoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomorl16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
3540);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3549);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3591);
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 109);

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor
98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai
Pembuat Akta Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KELEMBAGAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum  Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan
pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh
para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani
dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu
rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran

dasar.
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10.

11.

12.

13.

Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai
dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan
anggaran dasar serta Pembubaran Koperasi.

Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau
terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang
memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri
menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
Kuasa Pendiri adalah beberapa orang yang diberi kuasa
oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian
dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai
Pengurus dan/atau pengawas Koperasi.

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun
secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris
Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat
bukti tertulis.

Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat
yang disusun secara teratur danrapi ditandatangani oleh
pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang
peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan
dokumen resmi.

Penggabungan adalah bergabungnya satu Koperasi atau
lebih dengan Koperasi lain.

Peleburan adalah penyatuan dua Koperasi atau lebih,

menjadi satu Koperasi.
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14. Pembagian adalah dibaginya satu Koperasi menjadi dua
Koperasi atau lebih.

15. Pembubaran adalah berakhirnya berdirinya Koperasi
yang ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan
Pembubaran Koperasi oleh Menteri dan diumumkan
dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk

memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan

akta pendirian, perubahan anggaran dasar, Penggabungan,

peleburan dan pembagian serta Pembubaran Koperasi

kepada:

a. para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

b. para pejabat yang membina dan mengawasi
perKoperasian di propinsi dan di kabupaten/kota;

c. Notaris pembuat Akta Koperasi;

d. gerakan Koperasi; dan

e. masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3
(1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi
wajib memahami:
a. pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;

b. azas kekeluargaan,;



